BAB YV
PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan mengenai pembahasan yang
tercantum dalam bab 1 sampai bab 4 dan memberikan saran bagi pembaca maupun
pihak-pihak terkait.

5.1 Kesimpulan

Dalam penulisan hukum ini, penulis membahas mengenai hukuman berupa
pemiskinan. Makan pemiskinan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah sebagai
upaya pemberian hukuman dengan cara penyitaan dan/ atau perampasan harta aset
terpidana yang diarahkan kepada pemiskinan koruptor. Tujuannya agar adanya
pemulihan kerugian negara secara 100%, kerugian sosial, dan kerugian individu. Hal
ini juga ditujukan dengan memperhitungkan kerugian yang telah terjadi dan kerugian
yang dapat terjadi di waktu yang akan datang. Berangkat dari penjelasan tersebut, jika
melihat rumusan masalah dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan rumusan masalah pertama mengenai penjatuhan hukuman dengan
tujuan memiskinkan, bahwa dari makna pemiskinan bagi terpidana ini dapat
diberlakukan sebagai hukuman dalam rangka penegakan hukum terhadap perkara
tindak pidanan korupsi yang berdasarkan pada prinsip proposionalitas. Prinsip ini
menyatakan bahwa pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang
(pelaku) sebanding dengan kesalahannya (ketercelaan dari tindakan yang
dilakukan). Hukuman ini perlu diberlakukan karena dirasa hukuman yang ada tidak
efektif terlihat dari masih banyaknya penjatuhan vonis ringan yang mengakibatkan
tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dari sini terlihat bahwa korupsi dirasa
tidak dianggap sebagai suatu kejahatan yang penanganannya harus dilakukan secara
serius. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa maka penanganan perkaranya

juga harus diberlakukan secara luar biasa. Jika penanganannya tidak dilakukan
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secara luar biasa maka kerugian negara, kerugian sosial, bahkan kerugian individu

dapat terus terjadi. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional

dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

. Kesimpulan rumusan masalah kedua mengenai pengaturan pemiskinan terpidana

koruptor sebagai pidana tambahan dalam undang-undang tindak pidana korupsi,

yaitu:

a. Jika kembali melihat pada tujuan adanya pemiskinan koruptor ini adalah sebagai
upaya pengembalian keuangan negara. Pengembalian atau pemulihan keuangan
negara ini dapat dilakukan dengan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya
sebesar-besarnya sama dengan kerugian sebenarnya, jika hal tersebut
diberlakukan maka upaya pemulihan kerugian keuangan negara dapat terlaksana.
Akan tetapi, eksistensi pembayaran uang pengganti dalam undang-undang tindak
pidana korupsi ini sebagai pidana tambahan dan terbatas pada jumlah sebesar-
besarnya sama dengan harta benda yang diperoleh. Dari situ, menimbulkan
permasalahan tidak dapat terpulihkannya keuangan negara secara maksimal dan
karena sifatnya sebagai tambahan maka dalam penjatuhannya menjadi tidak
wajib. Tidak wajibnya penjatuhan ini membawa konsekuensi tidak dapat
diberlakukannya penjatuhan hukuman uang pengganti terhadap terpidana. Yang
pada akhirnya tidak dapat terlaksananya pemulihan keuangan negara secara
maksimal. Untuk menjamin pembayaran uang pengganti oleh terpidana maka
penerapannya perlu dijadikan sebagai pidana pokok.

b. Dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti perlu diberikan jaminan agar
harta benda milik terpidana tidak teralihkan kepemilikannya. Harta benda ini
nantinya dapat dirampas untuk dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum ketika dalam
jangka waktu yang telah ditentukan tidak dapat membayar uang pengganti
tersebut. Dengan begitu, jaminan yang dimaksud adalah bentuk penyitaan
menggunakan instrumen hukum perdata, yakni sita jaminan. Sita jaminan ini
diadopsi ke dalam wundang-undang tindak pidana koruptor agar dalam
pelaksanaannya ada kepastian hukum. Hal tersebut dapat dilakukan melalui

perubahan terhadap undang-undang tindak pidana koruptor.
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c. Tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan pastinya menimbulkan korban.
Korban di sini selain negara (adanya kerugian keuangan negara), masyarakat
juga dapat menjadi korban. Sejauh ini undang-undang tindak pidana korupsi
belum mengakomodir upaya masyarakat untuk memperoleh hak-haknya, yaitu
memperoleh ganti rugi dari kerugian yang dirasakan oleh masyarakat atau
disebut sebagai hak gugat masyarakat. Lalu, untuk menjamin agar hak gugat
masyarakat ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh hak-haknya
maka perlu dicantumkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi melalui
perubahan terhadap undang-undang tersebut. Hal ini menjadi penting agar dalam

pelaksanaannya masyarakat memperoleh kepastian hukum.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut maka ada beberapa saran yang diajukan oleh
penulis sebagai berikut:

1. Adanya urgensi untuk dilakukannya perubahan dan pengesahan terhadap perubahan
tersebut dalam undang-undang tindak pidana korupsi agar dalam penanganan
perkara tindak pidana korupsi tujuan dari adanya undang-undang tersebut dapat
tercapai dan kerugian-kerugian yang ditimbulkan dapat terpulihkan. Dari perubahan
dan pengesahan undang-undang ini membawa kepastian hukum dalam rangka
penengakan dan pemberantasan tindak pidanna korupsi. Adapun perubahan ini
berupa:

a. Perubahan mengenai uang pengganti yang mulanya sebagai pidana tambahan
menjadi pidana pokok untuk menjamin kepastian pelaksanaannya.

b. Diperlukannya pengaturan terkait penyitaan berupa sita jaminan dan
mekanismenya untuk menjamin agar harta benda milik terpidana tidak beralih
dan jika dikemudian waktu terpidana tidak dapat membayar uang pengganti atas
harta bendanya dapat dilakukan perampasan untuk membayar uang pengganti
tersebut.

c. Diperlukannya pengaturan terkait hak gugat masyarakat dan mekanismenya

sebagai upaya agar masyarakat memperoleh hak-haknya sebagai bentuk
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pertanggungjawaban akan kerugian yang diterima oleh masyarakat.
Pencantuman ini diperlukan agar masyarakat paham dan tahu apa saja yang harus
dilakukan dalam memperjuangkan hak-haknya.

2. Dalam hal terpidana tidak dapat membayar uang pengganti dan telah dilakukan
perampasan atas harta bendanya tetapi masih belum tercukupi, dapat dilakukan atau
diberikan pidana penjara pengganti yang penghitungan lamanya memperhatikan
besaran yang sudah dibayarkan. Lalu, lama minimum dan maksimumnya ini tidak
boleh kurang dan melebihi dari batasan yang sudah ditetapkan dalam undang-
undang tindak pidana korupsi.

3. Bagi aparat penegak hukum, berangkat dari saran huruf b perlu mempertimbangkan
baik-baik lamanya penjara pengganti dengan memperhatikan alasan pemberat dan
alasan peringanan agar tidak menimbulkan disparitas.

4. Bagi pihak ketiga yang merasa keberatan dari adanya pelaksanaan sita jaminan atas
harta benda milik terpidana ini perlu diberikan hak dengan mengajukan keberatan
melalui praperadilan. Terhadap pelaksanaan perampasan berdasarkan putusan
pengadilan, pithak pengadilan dapat mengajukan keberatan seperti dalam Pasal 19
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Hal ini menjadi penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak
ketiga karena bisa saja harta benda yang ikut tersita diperuntukkan oleh pihak kita
untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jika pihak ketiga turut dirugikan sehingga
mengakibatkan kebutuhan sehari-harinya tidak tercukupi dan menjadi serba
kekurangan dan kesusahan juga tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan
konstitusi, hal ini dapat menambah beban negara karena bertambahnya jumlah
orang miskin, yaitu dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara.
Hal ini menjadi tidak adil jika pihak ketiga yang tidak terlibat atas perbuatan yang
dilakukan oleh terpidana tetapi menerima dampaknya. Lalu, perlu diperhatikan
bahwa pihak ketiga yang mengajukan keberatan ini haruslah pihak ketiga beritikad
baik dan dirugikan.
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